MENGATASI ISU ETIKA
Setiap profesi yang memiliki suatu pedoman yang diharapkan dilaksanakan oleh pelaku-pelaku profesi tersebut, pedoman tersebut digunakan dalam rangka melindungi baik pelaku profesi maupun pengguna jasa profesi tersebut. Pedoman tersebut disebut sebagai kode etik. Di dalam kode etik berisikan aturan-aturan dalam pelaksanaan keprofesian yang tercantum.
            Berdasarkan kesadaran diri atas nilai-nilai luhur Pancasila dalam UUD 1945, ilmuwan psikologi dan psikolog menghormati harkat dan martabat manusia serta menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dala kegiatannya ilmuwan psikologi dan psikolog Indonesia mengabddikan dirinya untuk meningkatkan pengetahuan tentang perilaku manusia dalam bentuk pemahaman bagi dirinya sendiri dan orang lain, dan memanfaatkan pengetahuan dan kemampuan tersebut bagi kesejahteraan manusia.
            Kesadaran tersebut dijadikan dasar bagi ilmuwan psikologi dan psikolog Indonesia untuk selalu berupaya melindungi kesejahteraan klien dan semua pihak yang ikut berperan dalam pemberian jasa/praktik tersebut atau pihak yang dijadikan sebagai objek studi, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki hanya digunakan untuk tujuan yang taat atas asas berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945 serta nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya dan mencegah penyalahgunaannya oleh pihak lain.
 Tuntutan kebebasan menyelidiki dan berkomunikasi dalam melaksanakan kegiatannya di bidang penelitian, pengajaran, pelatihan, jasa/praktik konsultasi dan publikasi dipahami oleh ilmuwan psikologi dan psikolog dengan penuh tanggung jawab. Kompetensi dan objektivitas dalam menerapkan kemampuan profesional terkait dan sangat memperhatikan klien, rekan kerja dan masyarakat pada umumnya.
Pokok pemikiran tersebut dirumuskan dalam Kode Etik Psikologi Indonesia sebagai perangkat nilai-nilai untuk ditaati dan dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan kegiatan selaku ilmuwan psikologi dan psikolog Indonesia
BAB II
MENGATASI ISU ETIKA
Pasal 3
Majelis Psikologi Indonesia
(1) Majelis Psikologi adalah penyelenggara organisasi yang memberikan pertimbangan etis, normatif maupun keorganisasian dalam kaitan dengan profesi psikologi baik sebagai ilmuwan maupun praktik psikologi kepada anggota maupun organisasi.
Penjelasan: dalam pemahaman diatas majelis psikologi turun tangan untuk memberikan pertimbangan dalam penyeleksian tenaga kerja psikologi. Dengan hal ini makaindonesia bisa melahirkan profesi dan tenaga kerja yang baik karena telahmendapatkan pertimbangan etis, normatif maupun keorganisasian dari majelis psikologi. Contoh: suatu perusahaan mengadakan rekrutme pegawai selain lolos secaraakademis juga harus lolos uji psikotes, maka calon pegawai harus lolos uji psikotessebagai pertimbangan rekrutmen tersebut.
(2) Penyelesaian masalah pelanggaran Kode Etik Psikologi Indonesia oleh Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi, dilakukan oleh Majelis Psikologi dengan memperhatikan laporan yang masuk akal dari berbagai pihak dan kesempatan untuk membela diri.
Penjelasan: pelanggaran kode etik psikologi bisa diproses hanya apabila terdapat laporanalasan yang masuk akal tentunya dengan bukti yang meyakinkan sebagai pendukungapakah pelaku pelanggaran tersebut benar-benar bersalah atau tidak, dan tentunya pelaku pelanggaran tersebut dapat membela diri dan pertimbangannya sesuai denganlaporan dan bukti yang telah terlapor dan bagaimana cara pelaku pelanggaran tersebutdapat membela dirinya. Contoh: apabila ada seorang psikolog terbukti bersalah maka iatetap berhak membela dirinya dan pertimbangan dia bersalah atau tidak akan terlihatdalam seberapa kuat ia membela diri dan seberapa kuat info dan bukti yang ada bahwa ia bersalah.
(3) Apabila Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi telah melakukan layanan Psikologi sesuai prosedur yang diatur dalam Kode Etik dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah ilmiah serta bukti-bukti empiris wajib mendapat perlindungan dari Himpunan Psikologi Indonesia dalam hal ini Majelis Psikologi Indonesia. 
Penjelasan:dalam penjelasan diatas maka seorang psikolog harus melakukan layanansebaik-baiknya. Apabila sampai lalai mendiagnosa dan menangani klien maka sudah jelas psikolog tersebut tidak berhak mendapatkan perlindungan dalam hal apapun dari pihak Majelis Psikologi Indonesia.
(4) Apabila terdapat masalah etika dalam pemberian layanan psikologi yang belum diatur dalam kode etik psikologi Indonesia maka Himpunan Psikologi Indonesia wajib mengundang Majelis Psikologi untuk membahas dan merumuskannya, kemudian disahkan dalam sebuah Rapat yang dimaksudkan untuk itu.
Penjelasan: dalam penyelesaian masalah yang belum diatur akan diselesaikan secara bersama yang melibatkan Himpunan Psiklogi Indonesia bersama dengan MajelisPsikologi untuk merumuskan dan disahkan dalam rapat.
Kesimpulan pasal 3 :
Segala penyimpangan, kelalaian dan permasalahan akan ditangani oleh Majelis Psikologidengan disertakan laporan yang masuk akal serta bukti-bukti yang kuat. Psikolog yangmelakukan layanan sesuai kaidah akan mendapatkan perlindungan dari Himpunan PsikologiIndonesia karena telah dianggap bekerja sesuai prosedur yang berlaku. Selain itu psikolog juga harus teliti dalam menangani klien, jangan sampai lalai atau malpraktek. Contohnya di lapangan adalah seorang psikolog yang mendiagnosa klien nya autis tapi padakenyataannya klien tersebut hanya mengalami slow learned, psikolog tersebut tentu sajasudah menyalahi aturan dalam prakteknya, dengan kata lain psikolog tersebut tidak telitidalam mendiagnosa apa yang terjadi pada klien.
Pasal 4
Penyalahgunaan di bidang Psikologi

1) Setiap pelanggaran wewenang di bidang keahlian psikologi dan setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Psikologi Indonesia dapat dikenakan sanksi organisasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Himpunan Psikologi Indonesia dan Kode Etik Psikologi Indonesia.
Penjelasan:apabila terdapat sorang psikolog melanggar wewenang di bidang keahlian psikologi dan Kode Etik Psikologi baik itu bersifat ringan, sedang atau berat pelaku pelanggaran tetap mendapatkan sanksi. Contoh: seorang psikolog mendiagnosaseseorang bahwa orang tersebut autis, tapi pada kenyataannya orang tersebut hanyaslow learned dan tidak autis. Maka sangat jelas bahwa psikolog tersebut telah lalaidalam mendiagnosa dan menangani klien. Psikolog tersebut jelas akan mendapatkansanksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga himpunan psikologi indonesia dan kode etik psikologi Indonesia.
2) Apabila Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi menemukan pelanggaran atau penilaian salah terhadap kerja mereka, mereka wajib mengambil langkah-langkah yang masuk akal sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperbaiki atau mengurangi pelanggaran atau kesalahan yang terjadi.
Penjelasan: Pada dasarnya jika seorang psikolog melakukan kesalahan, maka merekaharus memperbaiki kesalahannya sehingga tidak merugikan pihak lain yangmenggunakan teori dari psikolog tersebut. Psikolog tersebut harus melakukan kajianulang dan merefisi atau meralat teori yang telah diasampaikan, kemudian menggantiteori baru yang sudah dia perbaiki.
3) Pelanggaran kode etik psikologi adalah segala tindakan Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi yang menyimpang dari ketentuan yang telah dirumuskan dalam Kode Etik Psikologi Indonesia. Termasuk dalam hal ini adalah pelanggaran oleh Psikolog terhadap janji/sumpah profesi, praktik psikologi yang dilakukan oleh mereka yang bukan Psikolog, atau Psikolog yang tidak memiliki Ijin Praktik, serta layanan psikologi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik Psikologi Indonesia. 

Pelanggaran sebagaimana dimaksud di atas adalah:

a) Pelanggaran ringan yaitu:

Tindakan yang dilakukan oleh seorang Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi yang tidak dalamkondisi yang sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkankerugian bagi salah satu tersebut di bawah ini:

i. Ilmu psikologi

ii. Profesi Psikologi

iii. Pengguna Jasa layanan psikologi

iv. Individu yang menjalani Pemeriksaan Psikologi

v. Pihak-pihak yang terkait dan masyarakat umumnya.

b) Pelanggaran sedang yaitu:

Tindakan yang dilakukan oleh Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi karena kelalaiannya dalam melaksanakan proses maupun penanganan yang tidak sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan mengakibatkan kerugian bagi salah satu tersebut di bawah ini:

i. Ilmu psikologi

ii. Profesi Psikologi

iii. Pengguna Jasa layanan psikologi

iv. Individu yang menjalani Pemeriksaan Psikologi

v. Pihak-pihak yang terkait dan masyarakat umumnya.

c) Pelanggaran berat yaitu:

Tindakan yang dilakukan oleh Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi yang secara sengaja memanipulasi tujuan, proses maupun hasil yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu di bawah ini:
i. Ilmu Psikologi
ii. Profesi Psikologi
iii. Pengguna Jasa layanan psikologi
iv. Individu yang menjalani Pemeriksaan Psikologi
v. Pihak-pihak yang terkait dan masyarakat umumnya
Penjelasan: seluruh hal-hal yang bersifat melanggar Kode Etik Psikologi dan suluruh hal-hal yang merugikan baik itu pelanggaran ringan, sedang maupun berat akan diprosesdan dijatuhi sanksi sesuai pelanggaran apa yang telah dilakukan
4) Penjelasan tentang jenis pelanggaran dan sanksi akan diatur dalam aturan tersendiri.
Penjelasan: pelanggaran kode etik psikologi adalah tindakan menyimpang yang dilakukanoleh psikolog dan / atau ilmuan psikologi dari ketentuan yang dirumuskan dalam KodeEtik Psikologi Indonesia. Diantaranya: janji sumpah profesi, psikolog yang tidakmemiliki ijin praktik serta layanan psikologi yang menyimpang. Pelanggaran ringan, pelanggaransedang dan pelanggaran berat seperti menyalahi standar proses, standar prosedur dan manipulasi data yang merugikan banyak pihak akan mendapatkan sanksiyang akan diatur dalam aturan tersendiri.
Pasal 5
Penyelesaian Isu Etika
(1) Apabila tanggungjawab etika psikologi bertentangan dengan peraturan hukum, hukum pemerintah atau  peraturan lainnya, Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi harus menunjukkan komitmennya terhadap kode etik dan melakukan langkah-langkah untuk penyelesaian konflik sesuai dengan yang diatur dalam Kode Etik Psikologi Indonesia. Apabila konflik tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut, Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi diharapkan patuh terhadap tuntutan hukum, peraturan atau otoritas hukum lainnya yang berlaku.
Penjelasan:dari penjelasan diatas apabila seorang psikolog menyimpang dari peraturanhukum maka psikolog tersebut harus memegang teguh kode etik. Jadi semua psikologharus patuh pada peraturan Kode Etik Psikologi dan harus memegang teguh KodeEtik Psikologi.
(2) Apabila tuntutan organisasi dimana Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi berafiliasi atau bekerja bertentangan dengan Kode Etik Psikologi Indonesia, Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi wajib menjelaskan sifat dan jenis konflik,  memberitahu komitmennya terhadap kode etik dan jika memungkinkan menyelesaikan konflik tersebut dengan berbagai cara sebagai bentuk tanggung jawab dan kepatuhan terhadap kode etik.
Penjelasan:segala sesuatu yang terjadi khususnya yang melanggar Kode Etik Psikologi, psikolog dan/atau ilmuwan wajib menjelaskan sifat dan jenis konflik atau alasanmengapa ia melakukan pelanggaran. Dan psikolog tersebut harus menyelesaikan nyauntuk membuktikan bahwa ia bertanggung jawab terhadap kesalahan nya dan patuhterhadap Kode Etik Psikologi
(3) Pelanggaran terhadap etika profesi psikologi dapat dilakukan oleh Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi, perorangan, organisasi pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak lain. Pelaporan pelanggaran dibuat secara tertulis dan disertai bukti terkait ditujukan kepada Himpunan Psikologi Indonesia untuk nantinya diserahkan kepada Majelis Psikologi Indonesia. Mekanisme pelaporan secara detail akan diatur dalam mekanisme tersendiri.
Penjelasan: apabila terdapat psikologi yang terbukti bersalah maka pelapor wajibmenyerahkan bukti yang kuat serta penjelasan yang detail secara tertulis, dengan katalain apabila penjelasan secara lisan maka tidak akan diproses dan bukti tidak lengkapakan diproses lebih lama. Diharap kan para psikolog yang melanggar harus berpegangteguh Kode Etik Psikologi supaya tidak terjadi pelanggaran-pelangaran yang merugikan.
(4) Kerjasama antara Pengurus Himpsi dan Majelis Psikologi Indonesia menjadi bahan pertimbangan dalam penyelesaian kasus pelanggaran Kode Etik. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dalam pelaksanaan tindakan investigasi, proses penyidikan dan persyaratan yang diperlukan untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan memanfaatkan sistem di dalam organisasi yang ada. Dalam pelaksanaannya diusahakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan tetap memegang teguh prinsip kerahasiaan.
Penjelasan: penyelesaian masalah akan dilakukan dengan melakukan investigasi untukmencapai hasil yang diharapkan dengan tetap memegang teguh prinsip kerahasiaan.
(5) Apabila terjadi pelanggaran Kode Etik Psikologi Indonesia, Pengurus Pusat bekerjasama dengan Pengurus Wilayah terkait dapat memberi masukan kepada Majelis Psikologi Wilayah atau Pusat dengan prosedur sebagai berikut:

a. Mengadakan pertemuan guna membahas masalah tersebut.
b. Meminta klarifikasi kepada pihak yang melakukan pelanggaran.
c. Berdasarkan klarifikasi menentukan jenis   pelanggaran.
Penjelasan: seluruh pelanggaran Kode Etik Psikologi akan diproses lebih lanjut dan akandibahas secara mendetail serta akan dicari jalan keluarnya. Dengan kata lain seluruh pelanggaan Kode Etik Psikologi akan diselesaikan sampai tuntas.
(6) Majelis Psikologi akan melakukan klarifikasi pada anggota yang dipandang melakukan pelanggaran. Berdasarkan keterangan anggota yang bersangkutan dan data-data lain yang berhasil dikumpulkan, maka Majelis Psikologi akan mengambil keputusan tentang permasalahan pelanggaran tersebut. 
Penjelasan:majelis psikologi tidak akan seenaknya menuduh bahwa psikolog perilaku pelanggaran tersebut bersalah, tetapi akan menampung seluruh laporan dan keterangandan akan memproses sampai tuntas. Dari seluruh data yang masuk maka majelis psikologi akan mengambil keputusan atas permasalahan tersebut.
(7) Jika anggota yang diputuskan melakukan pelanggaran oleh majelis psikologi tidak puas dengan keputusan yang dibuat majelis, apabila dipandang perlu, Pengurus Pusatbekerjasama dengan Pengurus Wilayah terkait dapat pendampingi Majelis Psikologi untuk membahas masalah tersebut, baik kepada anggota yang bersangkutan maupun untuk diumumkan sesuai dengan kepentingan.
Penjelasan: majelis psikologi memberikan kesempatan kepada pelaku pelanggaran apabilatidak puas dengan keputusan majelis psikologi maka dapat membawa masalah tersebutke pengurus wilayah untuk ditindak lanjuti.
Kesimpulan pasal 5:apabila terjadi pertentangan etika psikologi dengan hukum yang berlaku, psikolog dan/atauilmuan psikologi harus menunjukan komitmennya, kemudian mencari jalan keluar ataskonflik yang terjadi. Jika mengalami kebuntuan, sebaiknya psikolog dan/atau ilmuan psikologi sebaiknya mengikuti peraturan hukum yang berlaku diwilayah tersebut.Dalam pelaksanaannya diusahakan untuk tetap memegang teguh prinsib kerahasiaan.
Pasal 6

Diskriminasi yang Tidak Adil terhadap Keluhan
Himpunan Psikologi Indonesia dan Majelis Psikologi tidak menolak siapapun yang mengajukan keluhan karena terkena pelanggaran etika. Keluhan harus di dasarkan pada fakta-fakta yang jelas dan masuk akal.
Penjelasan: Pelanggaran apapun tidak akan diterima oleh Majelis Psikologi apabila pelapor tidakmenyertakan bukti dan penjelasan yang jelas dan masuk akal. Dalam hal ini pelaporan pelanggaran lebih baik bersifat tertulis karena dirasa lebih akurat dan bukti-bukti yang adaharus kuat agar Majelis Psikologi bisa memproses masalah dengan baik.
Contoh Kasus

1. Sebut saja namanya bapak L, ia lulusan S2 magister sains dalam bidang psikologi. Setelah beberapa bulan dari kelulusannya ia direkrut menjadi dosen di sebuah Sekolah Tinggi di salah satu lembaga pendidikan di tempat tinggalnya. Satu hari ia diminta oleh pihak pengelola SMA swasta di daerahnya untuk melakukan tes psikologi yang bertujuan untuk melihat kemampuan minat dan bakat penjurusan kelas III (IPA, IPS dan Bahasa).
Masyarakat setempat terutama pihak sekolah SMA tersebut selama ini memang tidak mengetahui secara pasti mengenai program study yang ditempuh L apakah ia mengambil magister profesi atau magister sains begitu juga dengan perbedaan ranah keduanya, mereka hanya mengetahui kalau L sudah menempuh pendidikan tinggi S2 psikologi.

Mendapat tawaran untuk melakukan pengetesan semacam itu, tanpa pkir panjang L langsung menerima dan melakukan tes psikologi serta mengumumkan hasil tes kepada pihak sekolah tentang siapa saja siswa yang bisa masuk di kelas IPA, IPS dan bahasa.  L melakukan tes psikologi tersebut ternyata tidak sendirian, ia bekerja sama dengan M (pr) yang memang seorang psikolog.

Anehnya M menerima ajakan kerja sama L dengan senang hati dan tidak mempermasalahkan apapun yang berhubungan ranah psikologi yang semestinya meskipun pada sebenarnya ia sendiri sudah paham bahwa L tidak boleh melakukan hal tersebut. Antara keduanya memang terjalin kerja sama akan tetapi yang memegang peranan utama dalam tes psikologi tersebut adalah L, sedangkan M sebagai psikolog sendiri hanya sebatas pendamping L mulai dari pemberian tes sampai pada penyampaian data dan hasil asesmen.
2. NN adalah seorang psikolog yang barusaja menyandang gelar psikolognya dan bekerja pada salah satu biro psikologi di Kota JK bersama dengan beberapa ilmuan psikologi dan psikolog yang lain. Suatu hari, datang klien berinisial AB yang menderita depresi berat sehingga mencoba membunuh diri dan membutuhkan layanan darurat di biro tersebut, namun para psikolog senior sedang ke luar kota untuk melakukan perjalanan dinas selama beberapa minggu. Sehingga klien tersebut diberikan kepada psikolog NN dengan maksud pemberian layanan darurat untuk sementara waktu.

Beberapa hari kemudian, salah seorang psikolog senior berinisial SH kembali ke Kota JK untuk melakukan penanganan kepada klien AB, namun psikolog NN menolak untuk memberikan penanganan klien tersebut kepada psikolog SH karena menganggap bahwa dirinya mampu menyelesaikan masalah klien AB hingga selesai tanpa bantuan dari psikolog SH walaupun penanganan yang diberikan oleh NN ke AB tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Kasus di atas menunjukkan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh psikolog NN kepada psikolog SH

Dari kasus diatas dapat disimpulkan bahwa seharusnya diberikan pengarahan kepada psikolog/Ilmuwan psikologi yang belum kompeten mengenai kode etik HIMPSI terkait kerjasama dengan teman sejawat demi memberikan layanan terbaik kepada pengguna jasa psikologi. Serta HIMPSI memberikan pengarahan kepada psikolog/Ilmuwan psikologi yang belum kompeten mengenai kode etik psikolog/Ilmuwan psikologi dalam pemberian layanan darurat dan bagaimana langka selanjutnya ketika pemberian layanan telah dilakukan.
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